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BUPATI KUTAT TIMUR,

babwa Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur harus mampu
mendavagenakan semua potenst sumber daya pembangunan
yany tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
bahwa  sumbangan pthak  ketiga  dapat diperoleh  dani
perotangan atey Badan Hukum yang merupakan salah satu
sumber daya Pembangunan wiiuk dapat dimantaatkan bagi
Pembangunan

bahwa dipandang pertu mengatur penerimazn sumbangan
prinak ketiga kepada Daerah dengan Peraturan Daerah.
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tenfang Pengelolaan

-

Lingrungan Hidun ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 }:

Cndang-undang Nomer 22 Tahun 1999 fentang Pemerintahan
Dacrah ( Lembaran Negara Tahur 1999 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara nomor 3839 )

Undang-undang Nomeor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
abupaten Nunukan, Kabupaten Malinay, Kabupaten Kutai

Rarat, Kahupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;



4 Uindano.

e

Alas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1967 tentange Pajzk Daerah dan Retrihus Daeran -

> Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun

2001 tentang Kewenangan Dacrah Nabupaten Katai Timur

6. Perat

PAL

§ lentang  Pembentukan
Sekretar
/. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun

2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinass

an Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun

iat daerah Kabupaten Kutai Timur,

Pendapatan Dacrah Kabupaten Kutai Timor,

-..1

Dengan Persetujuan,

DAERAH Pbﬁﬁiﬂxknux“{ RAKYAT DAFRAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menetapkan ©  PERATURAN

FIJ

MEMUTUSKAN

DAERAH  PROPINS! DAERAL TINGKAT

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Organisasi dan Tata Kerja

[

KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KFPADA DAFRAY.

Daerah, adalah Kabupaten Kuta

Pemeriafah Daerah adalah Pen
Kabupate

Bupatt adalzh bupati

f‘lpi{I" adatab Do A1 Derwy bl

BAB |

VAN UMUM

Pasat 1

imaksud dengan ;

A Timur

wrintaban Kabupaten kutai Timur
n Kutar Timur

an Rakyvat Dacrh Kabupaten Kutat Timur

[



1n

paten Kutar T

1
abu

inya tanpa

-

M davanapun domisi

il

iy bk

A

ly

Lk |

L

4}

iy
Seremy
o

membertkan  sumbangan  di

it

-t
—
A

T3

.

i

a kepada

E

mberan pihak ket

- T

I35

g perolehannya oleh pihak

an

eclaky, batk yang berupa

-

g bergeral: atay

-

atk van

barano b

arany.-

|
¥
[

un

-
-

Tl
'lufh-'\-ﬂ.-'l-_l

-f.-l'l
I3

1334
L a—

an ua

¥
s

4.:_'1 i "1 {'

L]

{

- 1
MARAN

!

-
s
-

LT

-

e

AN Atan vano s

r-Il_-.m
[

[0

iy

o

AN

VIBANG:

%
]

SU

1.7
Ty

—r

a

SENTUER

N H

NF A TN A
_E\l'!'_l:‘a-‘ L}l!-‘l_

b}

LI

I\I ;"\

dapat diterima :

ey

-
]
L]

onlaneas

it

!
A . F

I

SEA R IR R TS

il
=

o Een

rupakan sumbangan yang

'nt
T

1

-.'}k.&l in: m

[Daca
L

LY

et

ol

S

LN

wan schage
A

e

€

s

e

=l

ndalk g

apat herupa pemberian

‘1

1)
=

'

erupa dengan ity yan

3

102

' yan

o

|
L

hal: ket

i
i-.- [y

h

aksud pada

i

*

atmana d

LY
=

Laerah scha

a kepala

] i -
gy}
1) ‘rﬂtig

K

h
1i
L 1

'
b

1oan pihak

r&J

an kewajiban-kew

-
A

1,
1)

LAY

i)

£



AR ]

PERSETUIJUAN

Pasal 4

I T .
dahuluy wajih memperclch persetyjuan DPRD -
(2} Persetiguan seby i

i dapat dituangkan dalam

s #au peryataan dablin Sidang yang diadakan khusus untuk ity
BAR [V
, PENGELOLAAN

ngan prhak ketiga kepada Daerah dilakukan oleh Bu upati atau eleh
pejabat lain vang ditunjuk

(1} Pejabat lain yang ditunjuk sehagaimana dimaksnd pada avat (1) Pasal in1, yaitu Dinas
Pendapatan -

(3} Bupatt dapat menunigh instanst ain untek mencritma &umhaﬁgan dari pthak ketiga
kepada Daerah ;

(4} Penunjukan instanst lain sehagatmana dimaksud nada ayat (3} Pasal wm ditetapkan
dengan Keputusan Bunati

(1) Semua hasil penerimaan

gatmana dimaksud pada Pasal 5 yang
berbentuk uang atau vang disamakan dengan

gan uang sepenvhnva disetorkan ke Kas
Daerah -

(2} Sumbangan vane vada saat penndahtanganannya kepada Pemerintah Daerah baik
dalam bentuk bdadnfr vang heurt_ml: Ina

upun yang tidak bergerak yang sebelumnya

telaly dibebamt kewajiban kepads Nesara dun atau Dacrah, dengan dipindahtangankan

sebagar sumbanoan i, kewajiban sebelumny

L

(;'T-

njadi beban pihak ketiga itu :



(C) Setiap penerumaan sumbangan pthak ketiga, langsung ditkati penyerahannya kepda

pofabuel vang berwenang vang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah

Pasal 7
L) riasil nenerinng sumban ngan phak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3),

harus dicaniumban dalam Aneearan Pendaoatan dan Belanja daerals -

121 Sumbangan pihak ketios vang diperoleh oleh Daerah, < chagaimana dimaksud dalam

I T . - .. ..} 3. R S S b
Peratuean Daerab ind. harus dipergunanan untuk kepeutinoan peminanguiign Dacraly |
sj:m B e w1 o .y o oo T TR B . I S - ~y
(o) Basang-barany bergerak maupun pamng-oatand Gdak bergerak yang berasal dari

suibangan pihak ketiva, seharaimana dimaksud dalam Pasal § aval {Z) dan (3) meniadi

xekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah

AT e - ; :
sesuli dengan ketgnivan peraturan Perundang-undangan van g bertaku ;

T

harus didaftarkan sebagai aset kekayaan

BARY

KETENTUAN PERALITIAN

(1) Prenygan ditetapbannva Peratiran Dacrah i, segala ketentuan dan peraturan yang

ferdahuty dinyatakan Hdak beclalulaei -
(2} Sumbangan pihak ketiga g dinerolels Daeralt sebelum 1 berlakunya Peraturan Daearh
i yang didasarkan pada ketentuan peratiran Perundang-undangan, dianggap diterima

berdasarkan Peraturan Daerah ini |

BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal lain vang belum cukup diatur dalam Peraturan Dagarh 1ini, sepanjang
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

11t dengan beniempatannya dalam Lembaran Daerah Rabupaten Kutai Timur,

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 17 September 2001
BUPATI KUTATY TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, Msi

Diundangkan dj Sangatta

Pada Tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAL TIMUR.

: - - _'q'"""‘“’:-::‘;f}-h
Des RUDDY BASRUN GAMAS, Mse.
/ Pembina TK T

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
FAHUN 2001 NOMOR 35
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